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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/PERMEN-KP/2016
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya, perlu mengatur petunjuk teknis
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang
Penangkapan Ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang

Penangkapan Ikan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas
Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 116 Tahun 2014;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya, tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Menetapkan
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Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN.

Pasal 1
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Bidang Penangkapan lkan, merupakan acuan bagi pejabat
yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat
yang berkepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan
dan pengelolaan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan.

Pasal 2
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Bidang Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 /PERMEN-KP/2016

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN DAN ANGKA
KREDIINYA

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, telah ditetapkan
Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor SKB PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun
2012 tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.

Guna memudahkan dalam pelaksanaan operasional Peraturan Bersama
Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis Penilaian Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan lkan, yang mengatur hal-hal yang
berkenaan dengan prosedur baku pelaksanaan butir-butir kegiatan
Pengawasan Perikanan Bidang Penangkapan lkan, yaitu mengenai mekanisme

dan format laporannya.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat
pembina, pemangku jabatan Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan
Tkan, serta prosedur baku pelaksanaan butir-butir kegiatan pengawasan

perikanan bidang penangkapan ikan dan tata laksana pelaporannya.



